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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan yang dibahas, maka 
kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini: 
1) Setelah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 pertumbuhan rata-rata Wajib 
Pajak dari tahun 2011 sampai dengan 2015 mengalami penurunan  sebesar 
9,87 %, diukur dari segi ekstensifkasi perpajakan setalah diterapkan PP 
Nomor 46 Tahun 2013 mengalami tren penurunan dengan rata-rata 1,77 %, 
dan memiliki kriteria tidak efektif 2,9% mengacu kepada indikator penilaian 
Departemen Dalam Negeri Nomor 690.900.327. Hal ini menunjukkan 
bahwa upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan potensi jumlah 
Wajib Pajak tidak tercapai dengan baik.   
2) Setelah diterapkannya PP Nomor 46 terjadi penurunan penerimaan terhadap 
PPh Pasal 4 Ayat (2) sebesar Rp.2.486.587.328. Memilki kriteria tidak 
efektif yakni sebesar 3,7 %.  
3) Dari sudut pandang Kontribusi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap PPh 
Pasal 4 Ayat (2) selama kurun waktu 30 bulan sejak diterapkannya PP 
Nomor 46 Tahun 2013, meningkat meskipun secara rata-rata masih dalam 
kategori sangat kurang 2,2%. 
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5.2 Saran 
Berdasarkan penelitian, analisis, dan kesimpulan diatas penulis mencoba 
memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memeberikan manfaat bagi 
kemanjuan Direktorat Jenderal Pajak, Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) , dan Peneliti selanjutnya. Adapun saran tersebut sebagai berikut: 
1) Pemerintah seharusnya melakukan sosisalisasi secara menyeluruh terhadap 
PP No.46 Tahun 2013, dikarnakan banyak dari masyarakat khususnya 
sektor UMKM tidak tahu mengenai peraturan ini. 
2) Sebaiknya Pemerintah mengkaji ulang lagi atas implementasi PP Nomor 46 
Tahun 2013 ini. Banyak dari masyarakat khususnya UMKM merasa 
keberatan dengan aturan ini khususnya UMKM yang mempunyai peredaran 
bruto tinggi dengan profit kecil. Sebelum mereka menentukan laba bersih 
atau rugi, pajak mereka sudah dipotong terlebih dahulu sebesar 1% dari 
bruto. 
3) Lebih digencarkannya lagi kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan, untuk 
mendorong tingkat pertumbuhan dan penerimaan Negara. 
 
 
 
 
